
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

KATA PENGANTAR 
 

MENTERI HUKUM 

REPUBLIK INDONESIA 

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator utama dalam mengukur capaian 

pembangunan hukum di Indonesia. Hasil pengukuran IPH memegang peranan krusial untuk 

memetakan keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. 

Melalui pendekatan berbasis data, hasil IPH mengintegrasikan data administratif dari 

kementerian/lembaga, survei responden, serta wawancara mendalam dengan akademisi dan 

praktisi guna menilai capaian pembangunan hukum. IPH juga berfungsi sebagai salah satu 

rujukan dalam menentukan arah perbaikan yang sistematis demi mendorong ketercapaian 

pembangunan hukum di masa depan. 

Pada tahun 2025, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional 

melaksanakan pengukuran IPH Tahun 2024 sebagai upaya evaluasi terhadap capaian kinerja 

pembangunan hukum sepanjang tahun 2024. Pengukuran IPH dilakukan terhadap 5 (lima) pilar 

yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi 

dan komunikasi hukum. Hasil pengukuran IPH Tahun 2024 mencatat skor 0.68, sesuai dengan 

yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. 

Hasil pengukuran IPH Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai yang mencerminkan 

kemajuan dalam beberapa aspek, seperti tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap 

kode etik dan perilaku; tingkat kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden 

dengan Undang-Undang; tingkat pengembangan kapasitas personil penegak hukum; 

persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 

dan tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan masyarakat. Namun demikian, 

terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi yaitu tingkat kepercayaan publik 

terhadap lembaga hukum; kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang 

setingkat/sederajat; tingkat ketercukupan personil; tingkat efektivitas penanganan kasus 

pelanggaran hak asasi manusia; serta tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur atau 

layanan informasi hukum. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan 

berkontribusi dalam pengukuran IPH Tahun 2024 ini, baik Tim dari Indonesia Judicial Research 

Society (IJRS) selaku mitra yang terlibat dalam teknis pengukuran IPH, kementerian/lembaga 

terkait, akademisi dan praktisi hukum, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Kami 

berharap laporan ini dapat menjadi rujukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan 

dalam merumuskan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. 

Jakarta, Desember 

2025 

Menteri Hukum, 

 

 

 

Supratman Andi Agtas 
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BAB I 

MEMAHAMI INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA 

 

A. Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum  

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator utama yang digunakan untuk 

mengukur kinerja pembangunan bidang hukum sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-

2025. Saat ini, penghitungan IPH telah memasuki periode ketiga untuk menilai kinerja dan 

capaian pembangunan hukum tahun 2024. Melalui penghitungan IPH, dapat membantu 

pemerintah untuk memahami kondisi, tantangan, dan kemajuan pembangunan hukum saat ini 

dan melihat dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, IPH juga merupakan tools bagi pemerintah 

untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang pembangunan hukum. 

Konsep kebijakan berbasis data/bukti (evidence based policy) telah dikenal luas sebagai 

pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menekankan penggunaan pada data, bukti 

empiris, serta hasil riset yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Selain itu, pendekatan kebijakan 

berbasis bukti juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, efektif, dan 

efisien dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang inklusif dan berdampak kepada 

masyarakat. Manfaatnya juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel 

dan efektif serta peningkatan kualitas kebijakan dan program pembangunan. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (UU SPPN) memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan 

penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui pengumpulan data dan informasi yang tepat 

untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Penggunaan data dan 

informasi sebagai alat ukur untuk penyusunan kebijakan semakin berkembang sejak terbitnya 

beberapa regulasi yang mengharuskan penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan 

secara transparan, akuntabel serta disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan yang 

sekurang-kurangnya meliputi: i) indikator masukan (input); ii) indikator keluaran (output), dan 

(iii) indikator hasil/manfaat.1 Indikator kinerja yang terukur ini diperlukan untuk penyusunan 

arah kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan.2 Selanjutnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi 

tonggak untuk mendukung terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan dalam konteks penyusunan 

kebijakan baik ditingkat pusat dan daerah.  

1. Konsep Indeks Pembangunan Hukum 

IPH dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pertama kali pada tahun 2013 

sebagai indikator untuk mengukur capaian program pembangunan hukum nasional dalam 

RPJMN 2015-2019. Sejak pertama kali dikembangkan, kerangka pikir dan metodologi IPH 

terus disempurnakan sampai tahun 2022 (empat tahap).3 Pengembangan struktur IPH 

 
1
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97. 
2
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88. 
3
 Pengembangan IPH periode kesatu, kedua, ketiga, dan keempat serta Pengukuran IPH Tahun 2020, 2021, dan 2022 

dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga 
Demografi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LD FEB UI), serta melibatkan para pakar dan perwakilan masyarakat sipil. 



 

2 

tersebut didasarkan pada beberapa landasan teori, yakni : i) Teori sistem hukum oleh 

Lawrence M. Friedman; ii) Teori negara hukum, serta prinsip dan konsep negara hukum 

Indonesia bersumber Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; serta iii) Teori hukum 

pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja.4 Dengan demikian, struktur IPH terdiri dari 5 

(lima) Pilar, yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, 

serta Informasi dan Komunikasi Hukum yang mencerminkan komponen yang diperlukan 

dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan. Masing-masing pilar kemudian 

diturunkan melalui variabel dan indikator yang menggambarkan keseluruhan 

pembangunan hukum tersebut 

IPH hasil pengembangan telah digunakan untuk mengukur kinerja dan capaian 

pembangunan bidang hukum setiap tahunnya sejak tahun 2020 sd. 2023. Pada tahun 2025 

untuk pengukuran IPH tahun 2024, terjadi peralihan penanggung jawab penghitungan yang 

semula berada di Kementerian PPN/Bappenas, beralih ke Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, berdasarkan pada Surat Menteri PPN/Kepala 

Bappenas, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan 

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum. Adapun, definisi pembangunan hukum yang digunakan dalam 

pengukuran IPH ini, yaitu upaya mewujudkan sistem hukum yang dilakukan secara 

terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 

29@MF ҏҗҒғӄ ӑ2=J=F;9F9Ӓ :=J9JLA :9@Oa pembangunan hukum disusun secara bertahap 

mulai dari jangka panjang, menengah, dan tahunan melalui proses perencanaan yang 

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta dilakukan secara kolaboratif dan 

H9JLAKAH9LA>ӄ ӑ =JCM9DAL9KӒ E=EADACA E9CF9 :9@O9 H=E:9F?MF9F @MCME <AKMKMF

berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum serta Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

1=<9F?C9FӅ ӑ =JC=D9FBML9FӒ 9JLAFQ9 :9@O9 H=E:9F?MF9F @MCME <AD9CK9F9C9F K=;9J9

berkesinambungan untuk mewujudkan sistem hukum yang memberikan kepastian, 

kemanfaatan, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

IPH selanjutnya didefinisikan sebagai indeks untuk mengukur capaian kinerja 

pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam 

pembangunan hukum Indonesia. Tujuan pengukuran IPH, yaitu: 

a. sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan hukum yang 

dilaksanakan oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH) dan Kementerian/Lembaga (K/L) 

terkait. Dalam hal ini, IPH mengukur kinerja pada tingkatan hasil (output) dan dampak 

(outcome) agar mampu melihat sejauh mana pembangunan hukum memberikan 

dampak kepada masyarakat. IPH juga berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (Key 

Performance Indicator) untuk mengetahui keberhasilan, tantangan, dan hambatan 

pembangunan hukum; 

b. sebagai pedoman dan acuan bagi LPH dan K/L terkait dalam menyusun kebijakan 

pembangunan hukum yang efektif dan efisien; 

 
Lebih lanjut dapat mengakses: Kementerian PPN/Bappenas, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022 (Jakarta: 
UI Publishing, 2023), 12ï14, diakses 12 Maret 2025, https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-
IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf. 

4
 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022, 15ï16. 

https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf
https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf
https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf
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c. menjaga keberlanjutan pengukuran IPH sebagai wujud evaluasi berbasis bukti 

terhadap capaian pembangunan hukum di Indonesia yang memuat prinsip negara 

hukum sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. 

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Indeks Pembangunan Hukum 

          Sebagai instrumen kebijakan, IPH memiliki peran strategis dalam menilai kondisi 

pembangunan hukum di Indonesia. Namun, seperti halnya indikator lain, IPH tidak luput 

dari berbagai tantangan. Untuk memahami potensi IPH dalam membentuk masa depan 

pembangunan hukum di Indonesia, diperlukan analisis yang komprehensif. Pendekatan 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) menjadi alat yang tepat untuk 

menelaah keunggulan yang telah dicapai, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang 

dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang mungkin menghambat IPH ke depan. 

Saat ini, masih ditemui berbagai tantangan untuk mengukur IPH sebagai indikator 

capaian pembangunan hukum secara holistik di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya:  

a. Tidak adanya konsep pembangunan hukum yang seragam sebagai acuan dalam 

mengukur capaian suatu negara yang menyebabkan tidak adanya alat ukur 

pembangunan hukum yang holistik memuat prinsip negara hukum berdasarkan UUD 

NRI Tahun 1945. 

b. Terbatasnya data kinerja bidang pembangunan hukum, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif yang akurat, berkelanjutan dan dapat diakses untuk kepentingan 

penyusunan kebijakan. 

c. Kurangnya keterkaitan antara satu indikator dengan indikator lain yang juga 

berhubungan dengan hukum, seperti Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK) dan Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI). Kondisi ini menyebabkan IPH belum dapat memberikan 

gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial 

dan ekonomi.   

d. Metode pengumpulan data yang masih bergantung pada survei masyarakat 

menjadikan IPH sebagai instrumen yang mahal dan sangat bergantung pada kondisi 

keuangan negara. 

Di balik berbagai tantangan tersebut, pengembangan IPH telah dilandaskan pada 

teori sistem hukum dan pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). Dengan begitu, IPH diharapkan mampu mencerminkan 

perkembangan pembangunan hukum melalui pembangunan komponen-komponen 

sistem hukum yang tercermin dalam lima pilar IPH. Seiring dengan pengembangan dari sisi 

metodologi dan struktur pengukuran, IPH semakin disempurnakan, menjadikannya 

instrumen yang lebih kredibel dalam menilai pembangunan hukum di Indonesia dan 

bagaimana efektivitas serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. 

Sebagai satu-satunya indikator pembangunan hukum yang komprehensif di 

Indonesia, IPH memiliki peluang besar untuk menjadi referensi utama dalam perumusan 

kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di bidang pembangunan hukum. Melalui 

pengukuran kelima pilar IPH, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap 

kinerja pembangunan hukum, menemukenali kemajuan dan tantangan yang dihadapi, 

serta merumuskan rekomendasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan hukum 
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selanjutnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan indikator hukum yang kredibel, IPH 

dapat berperan dalam mendukung reformasi hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran. 

3. Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum Nasional dalam 

RPJPN 2025-2045 

Saat ini Indonesia telah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 

59 Tahun 2024. RPJPN 2025-2045 mengusung visi terwujudnya Indonesia Emas melalui 5 

(lima) sasaran: 1) pendapatan per kapita setara negara maju; 2) kemiskinan menurun dan 

ketimpangan berkurang; 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional 

meningkat; 4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) intensitas emisi gas 

rumah kaca menurun menuju net zero emission.5 Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 

2045, RPJPN kemudian dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan (Gambar 1.1). 

Kemudian, misi pembangunan dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan 

dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.6 Berdasarkan hal tersebut, 

arah pembangunan serta indikator pembangunan pada RPJPN menjadi pedoman dalam 

penyusunan kebijakan pembangunan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. IPH 

menjadi salah satu indikator dari 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan 

dalam RPJPN untuk menilai capaian pembangunan hukum.  

 Gambar 1.1: 8 (Delapan) Misi Pembangunan 

  
RPJPN 2025-2045 kemudian diturunkan kedalam beberapa tahapan pembangunan 

jangka menengah (RPJMN). Dalam penyusunan arah kebijakan di bidang pembangunan 

hukum, program dan kegiatan dalam RPJMN berpedoman pada Visi dan Misi Presiden 

terpilih dan juga mengacu pada pilar-pilar dalam IPH. Pembangunan bidang hukum dalam 

RPJMN 2025-2029, terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yaitu 1) reformasi hukum; 2) 

penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; 3) pencegahan dan 

pemberantasan korupsi serta TPPU; serta 4) transformasi sistem penuntutan dan advocaat 

generaal. Selain itu, pembangunan di bidang HAM diejawantahkan pada PN 1, program 

HJAGJAL9K ӏH=F?9JMKML9E99FӅ H=E9BM9F <9F H=F=?9C9F & +Ӑӄ +9KAF?-masing program 

prioritas tersebut diturunkan kembali ke dalam beberapa kegiatan prioritas yang disusun 

 
5
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-

2045, Pasal 5 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59. 
6
 Pemerintah RI, UU Nomor 59 Tahun 2024, Pasal 4 ayat (3). 
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berdasarkan rekomendasi dari penilaian pilar dalam IPH, sehingga diharapkan dapat 

mendukung perbaikan dan peningkatan nilai IPH dan terwujudnya sasaran pembangunan 

bidang hukum. Beberapa kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Gambar di 

bawah ini). 

Gambar 1.2: Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dalam RPJMN 2025-2029 

 
 

B. Fenomena Hukum Penting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia Tahun 2024  

Fenomena penting ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang memengaruhi 

pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024, di mana proses pengukuran 

tersebut mengidentifikasi sejumlah isu signifikan yang menjadi perhatian utama.  

1. Masa Akhir Periode Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 ke RPJPN 

2025-2045 dan RPJMN 2025-2029  

Tahun 2024 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-20257, dan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-20248. Berakhirnya kedua periode 

dokumen perencanaan pembangunan tersebut pada tahun 2024 juga merupakan tahun 

transisi bagi pelaksanaan RPJPN 2025-20459 dan RPJMN 2025-2029.  

Dalam pelaksanaan setiap periode RPJPN 2005-2025 melalui masing-masing 

RPJMN,  yaitu RPJMN 2004-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-

2024 terutama pada bidang hukum, memiliki isu strategis dan evaluasi capaiannya masing-

masing. Misalnya pada dokumen  evaluasi RPJMN 2004-2009 terdapat 3 (tiga) prioritas 

pembangunan hukum,  yaitu: Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum; 

Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk; dan Penghormatan, Pemenuhan, dan 

Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia. Dalam hasil evaluasi 

 
7
 Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700, 

8 Disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, 
9 Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2025-2045. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987. 
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pelaksanaannya menunjukan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) isu utama permasalahan 

pencapaian sasaran, yaitu:10 

a. Substansi hukum, faktor penghambatnya adalah masih belum dipatuhinya Program 

Legislasi Nasional secara konsisten. Hal ini disebabkan masih mengemukanya ego-

sektoral antar-instansi/lembaga, kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perancang 

peraturan perundang-undangan (legal drafter) dan masih ditemukan adanya 

ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. Proses pembentukan peraturan juga belum 

terkoordinasi dengan baik sehingga tiap-tiap institusi/lembaga eksekutif dan legislatif 

belum menjadikan Prolegnas sebagai dasar atau acuan pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Struktur hukum, kinerja aparat penegak hukum dan peradilan, meskipun sudah 

menunjukkan banyak kemajuan, namun masih perlu perbaikan kinerja yang 

menunjukkan kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan 

prinsip keadilan, cepat, mudah, murah, dan transparan. Pengawasan internal maupun 

eksternal yang dilakukan oleh tiap-tiap institusi/kelembagaan belum dapat 

memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil kinerja yang dilakukan karena masih 

L=J<9H9L K=E9F?9L ӑE=DAF<MF?A CGJHKӒ L=J@9<9H C=LAEH9F?9Fdan penyalahgunaan 

wewenang yang terjadi. 

c. Budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah 

satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Masyarakat sebagai elemen dari suatu 

sistem hukum sebaiknya menjadi pendorong upaya penegakan hukum. Dengan kondisi 

penegakan hukum yang masih belum memberikan hasil yang diharapkan masyarakat, 

terlebih dengan berbagai contoh pelanggaran dan penyimpangan hukum yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, skeptisme masyarakat terhadap penegakan 

hukum terjadi.11  

Sementara dalam pelaksanaan RPJMN 2009-2014, memiliki 3 (tiga) sasaran pokok 

pembangunan nasional, yaitu: Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan; 

Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; dan Peningkatan Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Adapun evaluasi capaiannya, yaitu sebagai 

berikut:12 

a. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang transparan melalui 

mekanisme konsultasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik oleh 

DPR maupun K/L telah melakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan 

peraturan perundang-undangan, namun belum berjalan optimal karena belum ada 

mekanisme teknis baku sebagai pedoman bagi semua pihak. Akibatnya, konsultasi 

 
10 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan: Evaluasi 

4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 (Kementerian PPN/Bappenas, 2009), 94-95. 
11

 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan, 94-95. 
12 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 

(Kementerian PPN/Bappenas, 2015), X-7-X15. 
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publik hanya menjadi mekanisme formal yang diadakan secara sporadis dan seringkali 

tidak menangkap aspirasi masyarakat secara utuh. 

b. Permasalahan penegakan hukum utamanya disebabkan oleh lemahnya substansi 

hukum  dalam sistem legislasi, yang tercermin dari masih banyaknya UU yang 

dibatalkan oleh  Mahkamah Konstitusi (mencapai 640 UU). Kondisi ini dilatarbelakangi 

oleh inkapabilitas  pembuat UU maupun substansi sistem hukum nasional yang 

sebagian besar  masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirikan civil law, 

sehingga substansi hukum  yang dituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan 

kondisi tersebut, perlu dilakukan  pembangunan politik legislasi yang kuat di segala 

sektor penegakan hukum, utamanya dalam  pemberantasan korupsi, penegakan HAM, 

perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegakan hukum. 

c. Kualitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan 

integritas  aparat penegak hukum. Pembenahan sistem rekrutmen SDM penegak 

hukum perlu didukung dengan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja, sistem 

rekrutmen dan sistem promosi dan mutasi yang transparan, serta biaya operasional 

penegakan hukum yang optimal. Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan 

hukum, melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat 

ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada 

masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses 

layanan hukum yang baik dan berkualitas 

d. Dalam hal pemberantasan korupsi, permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah 

dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 

hingga tahun 2014 adalah masih rendahnya komitmen aparatur negara di tingkat pusat 

dan daerah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta rendahnya 

tingkat perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia. Walaupun Indonesia belum 

memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survei 

nasional dan internasional yang ada menunjukkan bahwa korupsi secara umum 

menghambat daya saing suatu bangsa, termasuk Indonesia. Pasca Reformasi 

digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi masalah utama 

yang menghambat tujuan pembangunan nasional. Tantangan pemberantasan korupsi 

lainnya adalah perlunya peningkatan upaya perampasan aset hasil tindak pidana 

korupsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus di luar negeri, kerja sama 

antarnegara perlu ditingkatkan melalui mekanisme kerja sama timbal balik. 

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga memerlukan perbaikan dalam 

pengelolaan aset hasil korupsi melalui optimalisasi Rumah Penyimpanan Barang 

Sitaan dan Rampasan (Rupbasan), baik mencakup dasar hukum percepatan lelang 

maupun sarana prasarana pemeliharaan.13 

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019, memiliki 2 (dua) agenda 

prioritas, yaitu: Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; dan Mencegah dan 

Memberantas Korupsi. Hasil evaluasi pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:14 

 
13 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, X7-X15. 
14

 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019: Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, 

dan Berkepribadian (Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 174-176. 
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a. Indeks Pembangunan Hukum menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015-

2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Prognosa Indeks Pembangunan Hukum 

tahun 2019 mencapai 0,63. Beberapa variabel yang perkembangannya baik, yaitu 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan 

Cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak 

dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang 

menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan 

diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung 

dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak 

Sementara (LPAS) di 4 (empat) provinsi. 

b. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari 

meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 

sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian 

perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 

dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Kendala dalam meningkatkan 

Indeks Pembangunan Hukum disebabkan oleh penyelesaian kasus pelanggaran HAM 

Berat, yaitu 10 (sepuluh) hasil penyelidikan yang belum ditindaklanjuti ke tahapan 

selanjutnya dikarenakan belum lengkapnya barang bukti yang diperlukan. Upaya yang 

dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi, 

perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya antikorupsi; serta peningkatan akses 

terhadap keadilan. 

c. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) menunjukkan peningkatan selama periode tahun 

2015-2018, yaitu 3,59 (2015) menjadi 3,66 (2018). Prognosa IPAK tahun 2019 mencapai 

3,80, Pengukuran IPAK berada pada skala 0-5 semakin tinggi artinya semakin 

antikorupsi. Tidak ada angka IPAK pada tahun 2016 karena BPS tidak melakukan survei 

tersebut. Upaya antikorupsi akan difokuskan pada strategi untuk meminimalisir praktik 

suap, serta menguatkan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan akan didorong 

dalam rangka pencegahan praktik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.  

d. Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menunjukkan peningkatan 

selama periode tahun 2015- 2018, yaitu 50,06 (2015) menjadi 85,33 (2018). Prognosa 

Indeks Penegakan Hukum Tipikor tahun 2019 mencapai 85,33. Penyelamatan keuangan 

negara telah dilakukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Penyelamatan 

dan pengembalian keuangan serta kekayaan negara melalui pemulihan aset (asset 

recovery). Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi antara lain adalah koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum 

belum optimal, termasuk upaya penyelamatan aset; integritas aparat penegak hukum 

yang masih kurang optimal; dan beberapa peraturan yang belum diakomodir. Upaya 

penegakan hukum tipikor akan difokuskan pada strategi optimalisasi pemulihan dan 

pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.15 

 

 

 
15

 Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, 174-176. 
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Kemudian pada tahap  akhir pelaksanaan RPJPN 2005-2025, melalui pelaksanaan 

RPJMN 2020-2024 memiliki 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: Penataan Regulasi; 

Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Sistem Antikorupsi; dan 

Peningkatan Akses terhadap Keadilan. Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut:16 

a. Penataan Regulasi, penggunaan metode omnibus law sebagai langkah simplifikasi dan 

efisiensi pembentukan PUU, pengembangan database regulasi dan pengintegrasian 

sistem informasi penyusunan regulasi, serta peningkatan kapasitas perancang PUU 

melalui pelatihan terhadap 1.738 orang, baik di pusat maupun daerah. Capaian 

Prolegnas 2020-2024 menunjukan 13 (tiga belas) rancangan UU usulan pemerintah 

berhasil disahkan dan penyusunan 7 (tujuh) rancangan UU yang diintegrasikan ke 

dalam substansi UU Cipta Kerja. 

b. Penegakan Hukum Pidana dan Perdata, pengesahan KUHP Tahun 2023, revisi UU 

Kejaksaan, revisi UU Pemasyarakatan, serta tersedianya pedoman mengadili perkara 

pidana berdasarkan keadilan restoratif pada lembaga penegak hukum. Adapun dalam 

upaya peningkatan penegakan hukum pidana dilakukan melalui penerapan Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dalam peningkatan 

penegakan hukum perdata, dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana di 

Mahkamah Agung untuk perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp500 juta, serta 

peluncuran e-Court yang memungkinkan proses persidangan berbasis elektronik. 

c. Penguatan Sistem Antikorupsi, dilaksanakan antara lain melalui inisiasi Program Desa 

Antikorupsi, program Politik Cerdas Berintegritas, Program Kampanye Hajar Serangan 

Fajar, maupun Program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara 

Berintegritas. 

d. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, dilaksanakan antara lain melalui layanan 

bantuan hukum litigasi kepada 86.149 orang selama kurun waktu 2016-2023, layanan 

bantuan hukum non litigasi sebanyak 26.619 kegiatan selama kurun waktu 2016-2023, 

maupun pembebasan biaya perkara di pengadilan sebanyak 177.095 perkara (2015-

2024). Dalam penanganan pelanggaran HAM berat, diterbitkan 2.290 surat keterangan 

korban pelanggaran HAM berat untuk kurun waktu 2019 hingga TW II 2024, pengakuan 

terhadap 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran HAM berat, serta pemberian mandat 

pemenuhan hak korban melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023.17 

Berdasarkan hasil evaluasi pada setiap periode RPJMN di atas, terutama pada 

bidang hukum, menunjukkan bahwa beberapa permasalahan pada isu strategis masih 

ditemukan pada setiap periode pelaksanaan RPJMN, misalnya terkait penataan regulasi, 

peningkatan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum, pemberantasan tindak pidana 

korupsi hingga perluasan akses terhadap keadilan. Berbagai permasalahan tersebut 

kemudian idealnya menjadi catatan evaluasi bagi penyusunan rekomendasi dan 

penetapan arah kebijakan strategis bagi pelaksanaan dokumen perencanaan 

pembangunan nasional kedepannya. 

 
16 Kementerian PPN/Bappenas, Laporan Pemutakhiran Evaluasi Akhir RPJMN 2020-2024 (Kementerian 

PPN/Bappenas, 2025), 534-537. 
17 Kementerian PPN/Bappenas, Laporan Pemutakhiran Evaluasi Akhir RPJMN 2020-2024, 534-537. 
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Oleh karena itu, memasuki periode baru dalam RPJPN 2025-2045 terdapat 3 (tiga) 

Transformasi Indonesia, salah satunya adalah Transformasi Tata Kelola, yang diarahkan 

antara lain melalui kebijakan optimasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat sipil 

yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat, maupun peningkatan pencegahan 

pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi.18 Selain misi transformasi 

tersebut, juga terdapat 2 (dua) Landasan Transformasi, salah satunya adalah Supremasi 

Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya 

supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan HAM. 

Hal tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan:19 

a. Percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial;  

b. Penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta 

mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif;  

c. Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi 

Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal;  

d. Pengawas Institusi Penegak Hukum, baik internal maupun eksternal dengan dukungan 

TI;  

e. Penguatan Sistem Pemulihan Aset melalui penerapan non-conviction based asset 

forfeiture dan Badan Pemulihan Aset; 

f. Penguatan sistem pemberantasan korupsi; 

g. Penguatan peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan 

pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit HAM 

bagi K/L/D dan korporasi; 

h. Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial; 

i. Pembangunan budaya hukum; dan 

j. Pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur termasuk 

aparat penegak hukum.20 

 Sementara itu, dalam RPJMN 2025-2029 sebagai periode pertama dari RPJPN 2025-

2029, terdapat intervensi kebijakan bidang hukum sebagai berikut:21 

a. Reformasi hukum diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, 

akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patut hukum yang dilakukan 

melalui: (a) mendirikan Pusat legislasi Nasional, (b) transformasi akses terhadap 

keadilan, (c) penguatan budaya hukum, serta (d) pembangunan hukum sektor 

strategis; 

b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang 

diarahkan untuk mewujudkan sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif 

serta sistematis yang dilakukan melalui: (a) penguatan kelembagaan gerakan 

pemberantasan korupsi secara lebih sistematis, (b) pemberantasan korupsi yang 

bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya antikorupsi, (c) pencegahan 

 
18

 Lihat Dokumen Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. 
19

 Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. 
20

 Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. 
21 Lihat Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 
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tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. 

c. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum diarahkan untuk 

mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, 

transparan, dan akuntabel dilakukan melalui penguatan kelembagaan hukum serta 

penerapan dan penegakan hukum. 

d. Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal diarahkan untuk mewujudkan 

efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan Republik Indonesia 

dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara melalui: (a) penguatan kelembagaan 

Kejaksaan serta (b) peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.22 

 Dengan demikian, penghitungan IPH pada tahun 2024 ini yang sebagai tools 

evaluasi dan indikator capaian pembangunan nasional bidang hukum setidaknya pada 

periode RPJMN 2020-2024 dapat memberikan gambaran utuh dan komprehensif serta 

memberikan rekomendasi bagi arah kebijakan pembangunan hukum nasional ke depan. 

Selain itu, dengan berakhirnya periode RPJMN 2020-2024 dan memasuki periode baru 

RPJMN 2025-2029, kedepannya IPH perlu disesuaikan dengan arah kebijakan 

pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029, agar IPH sebagai tools evaluasi dan 

indikator dapat memberikan mengenai capaian kinerja pembangunan hukum nasional 

pada periode RPJMN 2025-2029, mengingat IPH maupun pilar turunannya seperti Pilar 

Budaya Hukum dan Pilar Materi Hukum telah ditetapkan menjadi indikator pembangunan 

bidang hukum dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.  

 
22

 Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 
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BAB II  

MENGUKUR INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA 

 

A. Struktur Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024  

1. Pilar Budaya Hukum 

Pilar Budaya Hukum merujuk pada konsep budaya hukum (legal culture) yang 

digagas oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, 

sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola 

tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. 

Secara mudah, hal itu ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, 

dan ketergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.23 Budaya hukum memiliki dua 

dimensi, yaitu: 

a. Internal legal culture: budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-

tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara; 

b. External legal culture: budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat 

luas.  

Pada konsep budaya hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, salah satu 

aspek yang dilihat pertama kali adalah pengetahuan sebagaimana definisi budaya hukum 

yang diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat 

terhadap sistem hukum.24 Namun, pengetahuan kognitif tidak menjamin orang memiliki 

kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan 

pemahaman berarti masyarakat dapat menentukan kapan mereka berupaya mencari 

perlindungan dari hukum atau justru menjauhinya. 

Menurut Nelken, pengetahuan kognitif dan kesadaran hukum sebagai bagian dari 

budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh satu pihak atau satu kelompok tertentu di dalam 

masyarakat. Dengan demikian ketika ada upaya pembangunan hukum dan/atau 

perubahan budaya hukum yang mendukung tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, 

upaya tersebut harus merupakan upaya yang dilakukan bersama, dan bukan sebagai 

tindakan  dari satu pihak.25 

Dengan demikian, budaya hukum juga dapat dikatakan bagaimana masyarakat dan 

aparat penegak hukum memandang hukum dan bagaimana hukum itu diposisikan.26 

Sehubungan dengan hal tersebut, struktur Pilar Budaya Hukum disusun atas variabel dan 

indikator sebagai  berikut:  

 
23

 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 

1987), 14. 
24

 Friedman, The Legal System, 14. 
25

 David Nelken, ñUsing The Concept of Legal Culture,ò Australian Journal of Legal Culture 29 (2004): 8, 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJlLegPhil/2004/11.pdf. 
26

 Derita Prapti Rahayu et al., ñLaw Enforcement in the Context of Legal Culture in Society,ò Law Reform 116, Nomor 

2 (2020): 276ï289. 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJlLegPhil/2004/11.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJlLegPhil/2004/11.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJlLegPhil/2004/11.pdf
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Tabel 2.1: Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2024 

Variabel Indikator  

1.1 Kepatutan27 Hukum Masyarakat. 

Mengukur sejauh mana pemahaman hukum, 

kesadaran hukum, hingga kepatutan hukum 

masyarakat  

1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat 

terkait Hak Konstitusional 

1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat 

terkait Mekanisme Penyelesaian 

Permasalahan Hukum 

1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat 

terhadap Kebijakan Hukum dan HAM 

1.1.4 Persentase Masyarakat yang 

Menyelesaikan Permasalahan Hukum 

1.1.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap 

Lembaga Hukum 

1.1.6 Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas 

1.1.7 Tingkat Kejahatan 

1.1.8 Tingkat Kepatuhan Masyarakat 

Melapor Pajak 

1.1.9 Tingkat Perilaku Antikorupsi 

Masyarakat 

1.1.10 Tingkat Kepatuhan terhadap 

Mekanisme Dispensasi Kawin 

1.2 Kepatutan Hukum28 Lembaga Hukum 

Mengukur sejauh mana kepatutan hukum 

lembaga hukum  

1.2.1 Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum 

terhadap Undang-Undang Pelayanan 

Publik  

1.2.2 Tingkat Pelanggaran HAM 

1.2.3 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta 

Kekayaan  

1.2.4 Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak 

Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku 

 

  

 
27

 Konsep variabel kepatutan hukum merujuk kepada istilah ñproper behaviorò pada konsep local legal culture bahwa 

konsep budaya hukum menyiratkan norma dan sikap mengenai perilaku yang pantas oleh masyarakat maupun para praktisi 
dalam sistem hukum. Lihat Thomas W. Church, Jr., Examining Local Legal Culture: Practitioner Attitudes in Four Criminal Courts 
(Washington: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1982), 6, dan kepatutan hukum masyarakat merupakan 
penggabungan Variabel Masyarakat Paham Hukum dan Variabel Masyarakat Patuh Hukum dari pengukuran IPH 2021  

28
 Church, Examining Local Legal Culture, 6. 
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2. Pilar Materi Hukum 

Pilar Materi Hukum merujuk pada materi atau substansi hukum (legal substance), 

khususnya dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi tertulis dari 

berbagai kaidah norma.29 Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa selain struktur, 

substansi adalah elemen dasar dari suatu sistem hukum.30  

Peraturan perundang-undangan sebagai pembahasan utama dari Pilar Materi 

Hukum memiliki signifikansi karena suatu peraturan perundang-undangan seyogyanya 

disusun dengan melihat  kebutuhan hukum masyarakat. Dalam meninjau kesesuaian suatu 

produk hukum dengan kebutuhan masyarakat, perlu peninjauan terhadap partisipasi 

masyarakat dalam pembentukannya, khususnya untuk menilai aspek akuntabilitas dan 

transparansi. 

Dengan demikian, menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana suatu 

peraturan perundang-undangan dibentuk (khususnya dengan mengacu pada UU Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana 

mengalami perubahan dengan UU Nomor 13 Tahun 2022). Peninjauan ini untuk 

mengetahui ketaatan prosedural dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan 

apakah materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan 

hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan UUD NRI Tahun 1945, 

kesesuaian materi peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun 

kesesuaian materi dari peraturan perundang-undangan yang setara. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka Pilar Materi Hukum terdiri atas variabel-variabel dan indikator berikut: 

Tabel 2.2: Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2024 

Variabel Indikator  

2.1. Prosedur Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

Yang  Taat Asas 

Mengukur kesesuaian program 

legislasi nasional (Prolegnas) dengan 

kebutuhan hukum masyarakat dan 

partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan perundang-

undangan. 

2.1.1. Tingkat kesesuaian program legislasi 

nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum 

masyarakat 

2.1.2. Persentase partisipasi masyarakat dalam 

proses pembentukan peraturan perundang-

undangan 

2.2. Kesesuaian Materi Muatan 

Peraturan Perundang-Undangan 

Mengukur kesesuaian materi muatan 

peraturan perundang-undangan 

2.2.1. Tingkat Kesesuaian  

Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945 

2.2.2. Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah 

 
29

 Friedman mengutip L.A. Hart dalam The Legal System: A Social Science Perspective dalam menjelaskan lebih jauh 

bahwa substansi hukum terdiri atas dua hal, yakni aturan utama (primary rules) dan aturan kedua (secondary rules). Adapun, 
primary rules merujuk pada norma perilaku, sedangkan secondary rules merujuk pada pengaturan atau norma lain yang 
mengatur norma perilaku tersebut, misalnya cara memvalidasi kebenaran dari perilaku tertentu atau cara menegakkan norma, 
lihat, Friedman, The Legal System, 14. 

30
 Friedman, The Legal System, 14. 
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Variabel Indikator  

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 

Nomor 12 Tahun 2011 serta dari segi 

kesesuaian peraturan perundang-

undangan, baik antara yang lebih 

rendah dengan yang lebih tinggi 

maupun yang kedudukannya setara. 

dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang 

2.2.3. Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-

Undangan dengan Peraturan yang Setara (Tingkat 

Harmonisasi) 

 

3. Pilar Kelembagaan Hukum 

Kelembagaan hukum mengacu kepada konsep struktur hukum dalam kerangka 

sistem hukum yang digagas oleh Friedman. Friedman memandang bahwa struktur hukum 

adalah bentuk institusionalisasi dari hukum itu sendiri; seperti melalui lembaga penyusun 

aturan hukum; lembaga pelaksana atau birokrasi hukum; yudikatif yang melibatkan 

pengadilan; jumlah Hakim; dan sistem keadilan yang terintegrasi. Oleh karena itu, bentuk 

dari struktur hukum ini berupa susunan institusi; kinerja institusi; dan bagaimana institusi 

seharusnya menjalankan wewenangnya.31 Dalam konteks pembangunan hukum, struktur 

hukum ini dijelaskan dalam konsep kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum dimaknai 

sebagai kerangka yang berkaitan dengan kerja organisasi dan lembaga-lembaga yang 

membentuk suatu sistem hukum. Lembaga ini mencakup pengadilan, badan legislatif, 

agensi administratif, dan komponen-komponen lain yang berkontribusi pada berjalannya 

hukum.32 Dalam struktur sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya struktur institusi-

institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.33  

Dalam mengukur indeks pembangunan hukum, kelembagaan hukum terbatas 

kepada lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang mencakup 

Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat 

menggambarkan kelembagaan sebagai sebuah struktur hukum, pilar kelembagaan dilihat 

dalam hal kapasitas dan kinerja lembaga di atas yang kemudian dapat dilihat saling 

berkaitan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar 

Kelembagaan Hukum disusun atas variabel dan indikator berikut:  

Tabel 2.3: Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2024 

Variabel Indikator  

3.1. Anggaran Institusi Penegakan 

hukum 

Mengukur sejauh mana pagu dan 

serapan anggaran untuk penanganan 

perkara serta sejauh mana anggaran 

dikelola sesuai dengan prosedur 

untuk menggambarkan anggaran 

3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan 

Perkara 

3.1.2. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran 

 
31

 Friedman, The Legal System, 14. 
32

 Friedman, The Legal System, 14. 
33

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 8. 
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Variabel Indikator  

institusi penegak hukum yang dapat 

dikatakan baik. 

3.2 Manajemen Sumber Daya 

Manusia Institusi Penegakan Hukum 

Mengukur sejauh mana jumlah dan 

kinerja personel dalam menangani 

perkara yang masuk serta 

peningkatan kapasitas personel 

dalam penanganan perkara di 

institusi penegak hukum dapat 

dikatakan baik. 

3.2.1 Tingkat Kecukupan personel 

3.2.2 Tingkat Pengembangan Kapasitas personel 

3.2.3 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

3.3 Pemenuhan Sarana Prasarana 

Pelayanan Institusi Penegakan 

Hukum 

Mengukur sejauh mana sarana dan 

prasarana yang ada dalam 

mendukung jalannya pemberian 

layanan di institusi penegakan hukum 

memadai diberikan kepada 

masyarakat secara umum maupun 

dengan kondisi khusus. 

3.3.1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana 

Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan 

 

4. Pilar Penegakan Hukum 

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses dan upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum sebagai suatu pedoman perilaku dalam hubungan 

hukum bermasyarakat dan bernegara. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa 

upaya penegakan hukum perlu dipahami tidak hanya sebatas kerja-C=JB9 ӏHGDAKAGFADӐ 9L9M

legal enforcement saja, namun juga termasuk mereformasi sistem hukum (law reform).34 

Dalam konteks ini, law reform yang mencakup juga judicial reform merupakan penelaahan 

terhadap seluruh aspek dan sistem perundang-undangan untuk mengefektifkan 

perubahan di dalam sistem hukum guna meningkatkan efisiensi sistem dalam fungsinya 

untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.35 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (law enforcement) 

berbeda dengan penggunaan hukum (the use of law).36 Menurutnya, orang dapat 

menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, 

namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan 

kepentingannya semata.37 Artinya, bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan 

 
34

 Dinal Fedrian et al., eds., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial RI, 2012), 3. 
35

 Fedrian et al., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia, 3. 
36

 Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2006), 169. 
37

 Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, 169. 
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adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para 

pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan. 

Pilar Penegakan Hukum dalam IPH mencerminkan bagaimana sistem hukum 

bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah 

suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan 

bekerja untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.38 Tujuan yang dimaksud adalah tujuan 

hukum, yang oleh Gustav Radbruch disebutkan bahwa tujuan hukum terdiri atas keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.39 Pilar ini juga merangkum program 

pelaksanaan pembangunan hukum yang menjadi prioritas dalam agenda pembangunan 

nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar Penegakan Hukum disusun 

atas variabel dan indikator berikut:  

Tabel 2.4: Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2024 

Variabel Indikator  

4.1. Penegakan Konstitusi 

Mengukur sejauh mana Mahkamah 

Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip 

negara hukum dan memberi 

perlindungan maksimum terhadap 

demokrasi dan hak-hak dasar warga 

negara. 

4.1.1. Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

4.2. Keadilan Restoratif dalam 

Penegakan Hukum 

Mengukur sejauh mana penyelesaian 

perkara tindak pidana melibatkan 

pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. 

4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan 

Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan 

Restoratif 

4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif 

dalam Penegakan Hukum di Indonesia 

4.3. Penegakan Hukum Perkara 

Pelanggaran HAM 

Mengukur sejauh mana penanganan 

pelanggaran HAM dan pelanggaran 

HAM berat sesuai peraturan 

perundang-undangan 

4.3.1. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus 

Pelanggaran HAM 

4.3.2. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus 

Pelanggaran HAM Berat 

4.4. Akses Keadilan dalam 

Penegakan Hukum 

4.4.1. Persentase Orang Tidak Mampu yang 

Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara 

(Prodeo) 

 
38

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1991), 102. 
39

 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-

Undang (Legisprudence), Volume I: Pemahaman Awal (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288. 
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Variabel Indikator  

Mengukur sejauh mana setiap pencari 

keadilan yang tidak mampu 

memeroleh layanan keadilan yang 

telah ditanggung biayanya oleh negara 

4.4.2. Persentase Orang Tidak Mampu yang 

Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan 

4.4.3. Persentase Orang Tidak Mampu yang 

Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan 

Hukum di Peradilan 

4.4.4. Persentase Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Litigasi dan Nonlitigasi 

4.5. Antikorupsi  

Mengukur sejauh mana capaian 

keberhasilan penanganan tindak 

pidana korupsi. 

4.5.1. Persentase Keberhasilan Penuntutan 

Perkara Tindak Pidana Korupsi 

4.5.2. Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak 

Pidana Korupsi 

4.5.3. Tingkat Konsistensi Pemidanaan Tindak 

Pidana Korupsi 

4.6. Penegakan Hukum yang sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan 

Mengukur sejauh mana penegakan 

hukum dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan agar Aparat Penegak Hukum 

(APH) tidak sewenang-wenang dalam 

melaksanakan tugasnya. 

4.6.1. Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang 

Adil 

4.6.2. Tingkat Penahanan Melampaui Masa 

Penahanan (Overstaying) 

4.7. Eksekusi Putusan Pengadilan 

Mengukur sejauh mana penyelesaian 

sengketa atau dijalankannya putusan 

pengadilan sehingga kewajiban atau 

prestasi yang tercantum dalam 

putusan dapat dilaksanakan. 

4.7.1 Persentase Eksekusi Putusan Perdata 

4.7.2 Persentase Eksekusi Putusan Pidana 

4.7.3. Persentase Eksekusi Putusan TUN 

4.8. Reintegrasi Sosial Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

Mengukur berapa warga binaan dapat 

kembali ke masyarakat sebagai warga 

masyarakat Indonesia yang 

menghormati hukum, sadar akan 

bertanggung jawab dan berguna.40 

4.8.1. Persentase Residivisme 

 

5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum 

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum adalah salah satu aspek penting dalam 

mendukung kelancaran sistem hukum. Sistem informasi dan komunikasi hukum 

merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan akses, pemanfaatan, dan kritik 

 
40

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), 50, 
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terhadap berbagai konten hukum oleh masyarakat.41 Keberadaan pilar ini menjadi 

pendorong bagi pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yang berkualitas.42 Oleh 

karena itu, pembangunan hukum perlu memperhatikan bagaimana kondisi informasi dan 

komunikasi hukum yang dibangun oleh negara di masyarakat.  

Informasi hukum merupakan pengetahuan aktual tentang perkembangan hukum 

dan sistem peradilan, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada individu.43 Bentuk-

bentuk informasi hukum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga): substansi hukum, kinerja 

penegakan hukum, dan budaya hukum.44 Informasi mengenai materi hukum mencakup 

peraturan dan perundang-undangan yang tengah dalam perencanaan, proses, atau telah 

ditetapkan. Informasi terkait penegakan hukum melibatkan informasi tentang penanganan 

kasus, sementara informasi budaya hukum merupakan informasi yang bertujuan untuk 

memberikan sosialisasi hukum.  

Kehadiran informasi hukum diharapkan mampu memberikan pendidikan hukum 

kepada masyarakat;45 berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum masyarakat;46 serta 

mendorong peningkatan kualitas layanan publik.47 Untuk mencapai tujuan tersebut, 

penting untuk mengidentifikasi kondisi keberadaan informasi dan komunikasi hukum di 

masyarakat. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggambarkan proses pencarian dan 

penggunaan informasi, dimulai dengan ketersediaan informasi dan komunikasi hukum, 

kemudian dengan kemudahan untuk mengakses informasi, dan yang terakhir adalah 

penggunaan atau pemanfaatan informasi.48  

Langkah pertama untuk mengidentifikasi kondisi informasi dan komunikasi hukum 

adalah mengevaluasi sejauh mana informasi hukum tersedia di lingkungan masyarakat. 

Ketersediaan informasi dapat dibagi menjadi dua aspek ketersediaan konten atau 

substansi informasi hukum, dan ketersediaan infrastruktur sebagai alat atau sarana 

penyampaian informasi hukum yang ada.49 Selain ketersediaan informasi, peningkatan 

aksesibilitas menjadi strategi untuk mendekatkan informasi hukum yang tersedia ke 

masyarakat, yang kemudian meningkatkan akses keadilan bagi publik.50 Konsep 

aksesibilitas informasi hukum menekankan keterjangkauan informasi hukum oleh 

berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.51 Langkah akhir dalam proses ini adalah 

 
41

 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020 (Jakarta: BPHN 

Kementerian Hukum dan HAM, 2020), 101. 
42

 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020, 101. 
43

 John M. Greacen, ñLegal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective,ò Judicature 106, Nomor 2 (2022), 

https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/. 
44

 Hasil wawancara kepada pakar informasi hukum pada 1 Agustus 2023, tujuan wawancara ini untuk mengidentifikasi 

bentuk informasi hukum 
45

 Greacen, ñLegal Information vs Legal Advice.ò 
46

 Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: 

Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum (Jakarta: PBHI-IJRS, 2023), 71. 
47

 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 64. 
48

 Hussaini Ali, Olayinka O. Tuyo, dan Shehu Mohammed, ñAvailability and Access to Legal Information Resources in 

Law Libraries in the Electronic Era,ò Library and Information Science Digest 11, Nomor 1 (2018): 21ï31. 
49

 Beth Bilson, Brea Lowenberger, dan Graham Sharp, ñReducing the óJustice Gapô Through Access to Legal 

Information: Establishing Access to Justice Entry Points at Public Libraries,ò Windsor Yearbook of Access to Justice 34, Nomor 
2 (2017): 99ï128. 

50
 Bilson, Lowenberger, dan Sharp, ñReducing the óJustice Gapô Through Access to Legal Information,ò 99ï128. 

51
 Ali, Tuyo, dan Mohammed, ñAvailability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic 

Era,ò 21ï31. 

https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/
https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/
https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/
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mengidentifikasi sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan. Hal ini melibatkan 

penelusuran tidak hanya sejauh mana masyarakat memanfaatkan informasi hukum 

sebagai rujukan hukum, tetapi juga sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan oleh 

aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.52 

Berdasarkan kerangka konsep informasi dan komunikasi hukum di atas, maka pada 

IPH tahun 2022 pilar Informasi dan Komunikasi Hukum diperkuat dengan struktur baru. 

Pada IPH tahun 2021, pilar ini hanya melihat dari segi akses dan informasi terkait 

pengaduan layanan penanganan perkara berbasis IT, di mana dua variabel tersebut belum 

melihat secara utuh rangkaian informasi dan komunikasi hukum. Ada pun, struktur pilar 

Informasi dan Komunikasi 2024 sama dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5: Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2024 

Variabel Indikator  

5.1. Ketersediaan Sistem Informasi 

Hukum 

Mengukur sejauh mana keberadaan 

informasi hukum yang terdapat di 

masyarakat 

5.1.1. Tingkat Ketersediaan Substansi Informasi 

Hukum 

5.1.2. Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi 

Hukum 

5.2. Aksesibilitas terhadap 

Informasi Hukum  

Mengukur sejauh mana informasi 

hukum yang ada dapat dijangkau 

oleh masyarakat 

5.2.1. Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi 

Hukum 

5.2.2 Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur 

atau Layanan  Informasi Hukum 

5.3 Pemanfaatan Informasi 

Hukum 

Mengukur sejauh mana informasi 

hukum yang ada dapat bermanfaat 

bagi masyarakat dan aparat 

penegak hukum. 

5.3.1. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum 

sebagai Rujukan Hukum Masyarakat 

5.3.2. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh 

APH (Pemanfaatan Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu Teknologi Informasi/SPPT TI) 

 

B. Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2025 

1. Teknik Pengambilan Data 

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2025 diukur secara komposit menggunakan 3 

(tiga) metode pengumpulan data, yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan data 

administrasi Kementerian/Lembaga. Ketiga metode pengumpulan data ini digunakan 

untuk melihat dampak dari capaian pembangunan hukum secara lebih komprehensif. 

Dampak tercapainya pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari laporan pelaksanaan 

kinerja/kegiatan pada setiap Kementerian/Lembaga, tetapi juga dari perspektif masyarakat 

dan pengetahuan yang berasal dari keahlian para pakar.  

IPH 2025 diukur menggunakan 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tersebar 

pada 3 (tiga) metode pengumpulan data. Penggunaan ketiga sumber data tidak mutlak 

 
52

 Bilson, Lowenberger, dan Sharp, ñReducing the óJustice Gapô Through Access to Legal Information,ò 99ï128; lihat 

juga Indonesia, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, 64, Ps. 1 (6) dan Ps. 26. 
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harus dilakukan pada setiap pilar dan masing-masing indikator dihitung berdasarkan satu 

sumber data yang sesuai. Penggunaan sumber data disesuaikan dengan indikator yang 

akan diukur berdasarkan struktur IPH yang ada dan masukan dari pakar dalam proses 

pengembangan metodologi.  

Tabel 2.6: Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilar53 

Pilar Survei 

Masyarakat 

Wawancara 

Pakar 

Data Administrasi 

K/L 

Budaya Hukum  ṉ - ṉ 

Materi Hukum - ṉ ṉ 

Kelembagaan Hukum - - ṉ 

Penegakan Hukum - ṉ ṉ 

Informasi dan Komunikasi Hukum  ṉ ṉ ṉ 

 

a. Survei Masyarakat 

Survei masyarakat dilakukan untuk menjaring dampak pembangunan hukum 

yang dirasakan masyarakat secara faktual melalui pengalaman dan persepsi 

masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki 

kecakapan hukum dengan kriteria berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang 

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan 

metode stratified random sampling, dengan total responden berjumlah 1.366 

responden.  Pada proses pengumpulan data pengukuran IPH tahun 2025 sama dengan 

pengukuran tahun 2023 dengan menggunakan metode Computer-Assisted Personal 

Interviewing (CAPI), yakni pelaksanaan survei wawancara dengan pewawancara yang 

membaca pertanyaan dari layar komputer atau gawai dan memasukan jawaban 

responden menggunakan sistem entri data lainnya,54 dalam hal ini menggunakan 

sistem dari KoboToolBox.  CAPI dapat menghasilkan kualitas data yang jauh lebih tinggi 

berkat pemeriksaan kesalahan otomatis dan lebih sedikit kesalahan transkripsi.55 

Survei masyarakat digunakan untuk mengukur 8 (delapan) indikator Indeks 

Pembangunan Hukum. Dengan demikian, hasil survei dapat menggeneralisasi 

terhadap populasi orang dewasa di Indonesia. Seluruh pertanyaan survei dapat dilihat 

lebih lanjut di Lampiran. 

 
53 Penggunaan teknik pengumpulan data di masing-masing pilar merujuk kepada kebutuhan dari tiap indikator yang 

ada. Misalnya, pada pilar budaya hukum melihat terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya maka 
menggunakan survei kepada masyarakat. 

54
 Andreas Beckenbach, ñComputer-Assisted Questioning: The New Survey Methods in the Perception of the 

Respondents,ò BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique, Nomor 48 (1995): 82, JSTOR, 
http://www.jstor.org/stable/24362144. 

55
 Sandra H. Berry et al., ñMethodologies for Data Collection and Handling,ò dalam Designing a System for Collecting 

Policy-Relevant Data for the Kurdistan RegionðIraq (RAND Corporation, 2014), 43, JSTOR, 
http://www.jstor.org/stable/10,7249/j.ctt6wq9bd.13. 

http://www.jstor.org/stable/24362144
http://www.jstor.org/stable/24362144
http://www.jstor.org/stable/24362144
http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt6wq9bd.13
http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt6wq9bd.13
http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt6wq9bd.13


 

23 

Tabel 2.7: Persebaran Responden di Setiap Provinsi 

Provinsi Jumlah Provinsi Jumlah  

Aceh 41 Kepulauan Riau  40 

Bali 40 Lampung 40 

Bangka Belitung 40 Maluku 40 

Banten 40 Maluku Utara  40 

Bengkulu 40 Nusa Tenggara Barat 40 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

42 Nusa Tenggara 

Timur 

40 

DKI Jakarta 41 Papua  40 

Gorontalo 40 Papua Barat 40 

Jambi 40 Riau 41 

Jawa Barat 40 Sulawesi Barat 41 

Jawa Tengah 40 Sulawesi Selatan 39 

Jawa Timur 40 Sulawesi Tengah 40 

Kalimantan Barat 40 Sulawesi Tenggara 40 

Kalimantan 

Selatan 

40 Sulawesi Utara 40 

Kalimantan 

Tengah 

40 Sumatera Barat 40 

Kalimantan Timur 41 Sumatera Selatan 40 

Kalimantan Utara  40 Sumatera Utara  40 

 

b.  Wawancara Pakar 

Wawancara pakar dilakukan untuk mengungkapkan isu-isu perubahan hukum. 

Selain itu, wawancara pakar juga untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum 

dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai berdasarkan jawaban keahlian pakar 

secara kualitatif dan kuantitatif. Wawancara pakar tidak hanya menghasilkan data 

kuantitatif, penilaian kuantitatif dikonversikan ke data kuantitatif yang nantinya akan 

dihitung ke dalam indeks.  
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Wawancara pakar digunakan untuk mengukur 5 (lima) indikator Indeks 

Pembangunan Hukum. Pelaksanaan wawancara pakar dilaksanakan secara tatap muka 

melalui luring ataupun daring kepada 10 (sepuluh) pakar dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Akademisi 

a) Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik 

b) Memiliki pengalaman mengajar/penelitian minimal 15 (lima belas) tahun di 

salah satu bidang yang relevan dengan isu/tema dalam Indeks Pembangunan 

Hukum  

c) Memiliki publikasi nasional dan/atau internasional di bidang terkait 

d) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan 

2) Praktisi/Profesional/Peneliti 

a) Memiliki pengalaman praktik sesuai profesinya minimal 15 tahun di salah satu 

bidang terkait dan/atau melakukan penelitian 

b) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan 

c) Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan APH/ASN 

3) Masyarakat Sipil 

a) Memiliki pengalaman sesuai bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang 

advokasi bersama komunitas/masyarakat sipil 

b) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan 

c) Diutamakan menduduki posisi pimpinan perkumpulan/ komunitas/ organisasi 

aktivis sosial/kemasyarakatan 

Adapun, berikut nama-nama 10 (sepuluh) pakar yang telah bersedia untuk 

diwawancara dalam pengukuran IPH tahun 2025, yaitu:  

 

Tabel 2.8: Daftar Wawancara Pakar  

No

mo

r 

Nama Pakar  Latar 

Belakang  

Tanggal 

Wawancara 

Indikator yang 

Ditanyakan 

1. Prof. Susi Dwi Harjanti, 

S.H., LL.M 

Akademisi  11 Agustus 2025 Indikator 2.1.1 Tingkat 

Kesesuaian Program 

Legislasi Nasional 

(Prolegnas) dengan 

Kebutuhan Hukum 

Masyarakat  

2. Dr. Muhammad Yasin, S.H., 

M.H 

Praktisi 5 Agustus 2025 

3. Dr. Fitriani Ahlan Sjahrif, 

S.H., M.H 

Akademisi  6 Agustus 2025 Indikator 2.1.2 Tingkat 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Proses 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  

4. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H Masyarakat 

Sipil 

8 Agustus 2025 

5. Milda Istiqomah, S.H., 

MTCP., Ph.D 

Akademisi  8 Agustus 2025 Indikator 4.2.1 Tingkat 

Kesesuaian Kebijakan 
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6. Muhammad Tanziel 

Azhiezi, S.H 

Masyarakat 

Sipil 

25 Agustus 2025 Keadilan Restoratif 

dengan Prinsip-Prinsip 

Keadilan Restoratif  

7. Prof. Dr. Adonia Ivonne 

Laturette, S.H., M.H  

Akademisi  31 Juli 2025 Indikator 5.1.1 

Ketersediaan 

Substansi/Materi 

Informasi Hukum 8. Muhammad Heidir, S.H Praktisi  6 Agustus 2025 

9. Indriaswati Dyah 

Saptaningrum, S.H., Ph. D 

Akademisi  8 Agustus 2025 Indikator 5.1.2 
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c.  Data Administrasi Kementerian/Lembaga  

Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen yang dimiliki K/L yang 

menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pembangunan hukum dari pemerintah. 

Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian 

pembangunan hukum berdasarkan program atau kegiatan K/L dalam penyelesaian 

masalah hukum pada tahun 2024. Pengumpulan data administrasi K/L mengukur 39 (tiga 

puluh sembilan) indikator IPH dengan mengajukan permintaan data kepada 15  (lima belas) 

K/L.56  

2. Teknik Penghitungan Indeks  

Indeks Pembangunan Hukum 2025 menerapkan Indeks Komposit dengan 

mengintegrasikan 3 (tiga) metode perhitungan dan sumber data untuk mengukur pilar-

pilar pembangunan hukum. Proses pengukuran dilakukan bertahap mulai dari tingkat 

indikator, variabel, pilar hingga menghasilkan skor IPH 2025. Seperti dengan pengukuran 

tahun sebelumnya, setiap pilar menyumbang bobot yang sama besar kepada skor indeks. 

a. Menentukan Skor Survei Masyarakat 

1) Melakukan pengkodean dengan memberikan skor pada jawaban responden. Skor 

ӑҎӒ <A:=JAC9F C=H9<9 B9O9:9F Q9F? LA<9C E=E:=JAC9F <9EH9C H9<9

H=E:9F?MF9F @MCMEӅ 1CGJ ӑҏӒ BAC9 E=E:=JAC9F <9EH9C HGKALA> L=J@9<9H

H=E:9F?MF9F @MCMEӅ <9F 1CGJ ӑ-ҏӒ BAC9 E=E:=JAC9F <9Epak negatif terhadap 

pembangunan hukum. 

2) Melakukan perhitungan rata-rata skor yang didapat oleh setiap responden 

terhadap suatu indikator 

3) Menghitung rata-rata dari seluruh skor yang didapat responden untuk menentukan 

skor dari setiap indikator. 

ὛὍ  
ВὙὛὖ

ὐὖ
 

SI: Skor rata-rata per pertanyaan (Skor Indikator) 

RSP: Rata-rata skor per pertanyaan  

JP: Jumlah Responden yang bisa menjawab  

 
56 Daftar K/L yang memberikan maupun tidak memberikan data, selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran. 
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b. Menentukan Skor Wawancara Pakar 

1) Setiap pakar diminta untuk menilai kondisi indikator yang diajukan dengan skala 

penilaian dari 0 sampai 10, Nilai "0" mengindikasikan keadaan yang sangat buruk, 

sementara nilai "10" menunjukkan kondisi yang sangat baik atau ideal. Setelah 

memberikan penilaian, pakar juga diminta memberikan penjelasan lebih lanjut 

terkait dengan penilaian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

kualitatif yang lebih mendalam. 

2) Hasil dari penilaian pakar dikompilasi dengan menghitung rata-rata skor yang 

diberikan oleh setiap pakar sehingga diperoleh skor gabungan dari seluruh pakar 

untuk setiap indikator. 

ὛὍ  
ВὛὙ

ὐὖ
 

SI: Skor rata-rata per pertanyaan/Indikator 

SR: Skor jawaban setiap pakar/responden 

JP: Jumlah Pakar yang menjawab 

3) Melakukan kategorisasi dan analisis terhadap data naratif hasil wawancara pakar 

dilakukan untuk menguraikan temuan-temuan penting yang mencerminkan 

kondisi masing-masing pilar. 

c. Menentukan Skor Data Administrasi 

1) Terdapat indikator yang dihitung menggunakan suatu rumus perhitungan, di mana 

komponen-komponen rumus diambil dari data administratif lembaga. Data yang 

dihasilkan dari penerapan rumus tersebut berupa persentase, yang mencerminkan 

kondisi indikator di masing-masing lembaga. 

2) Setiap indikator memiliki rumus perhitungan berbeda-beda, sesuai kebutuhan data 

yang diperlukan, serta berdasarkan ketersediaan data yang ada.  

3. Proses Penilaian Indeks  

Skor IPH 2025 dihasilkan berdasarkan kalkulasi dari perhitungan di setiap tingkatan 

perhitungan indikator, variabel, dan pilar. Penilaian terhadap skor IPH dilakukan dengan 

pendekatan skala 0,00 - 1,00, Penentuan rentang ini terdistribusi secara merata dan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan dan justifikasi dari pakar bahwa pembangunan 

hukum dapat berada dalam kategori yang sangat kurang hingga sangat baik yang terbagi 

menjadi 5 (lima) kategori berikut: 

Tabel 2.9:  Kategori Penilaian IPH 2025 

Kategori  Angka  

Sangat Kurang 0,00 - 0,20 

Kurang 0,21 - 0,40 

Cukup 0,41 - 0,60 

Baik 0,61 - 0,80 

Sangat Baik 0,81 - 1,00 
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Tabel 2.10:  Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2025 

Pilar  Kategori Penjelasan  

Budaya 

Hukum  

Sangat 

Kurang 

Kondisi ini muncul apabila masyarakat tidak memahami 

terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanisme 

penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum 

dan HAM. Kemudian, tidak ada masyarakat yang 

menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum 

negara. Kondisi budaya hukum yang kurang baik terkait 

dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga 

ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan 

kejahatan sangat tinggi di dalam masyarakat.  

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih sangat 

kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku 

antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dan 

ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanisme 

dispensasi kawin.  

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat 

kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabila 

ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi 

representasi pemerintah dan lembaga hukum masih 

bersikap tidak patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk 

ketidakpatuhan tersebut antara lain ketidakpatuhan 

terhadap undang-undang pelayanan publik, masih 

tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhan 

terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyaknya 

pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak 

hukum.  

Kurang Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat 

pemahaman yang rendah terkait hak konstitusional, tidak 

mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan 

terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sangat 

sedikit masyarakat yang menyelesaikan permasalahan 

hukumnya. Kondisi budaya hukum kurang terkait dengan 

sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai 

dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang 

tinggi di dalam masyarakat. 

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih kurang, 

dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi 

masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhan 

masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin. 
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Pilar  Kategori Penjelasan  

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai kurang 

akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan 

bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi 

pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidak 

patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk ketidakpatuhan 

tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undang-

undang pelayanan publik, masih tingginya terjadi 

pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelaporan 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 

dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan perilaku 

oleh aparat penegak hukum.  

Cukup Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat 

pemahaman yang cukup baik terkait hak konstitusional, 

sedikit mengetahui mekanisme penyelesaian 

permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. 

Kemudian, sebagian masyarakat menyelesaikan 

permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum dengan 

kondisi cukup terkait dengan sikap pengetahuan hukum 

masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran 

lalu lintas dan kejahatan yang rendah di dalam masyarakat 

namun masih terjadi.  

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang cukup, dapat 

ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi 

masyarakat yang tinggi, dan sebagian masyarakat patuh 

terhadap mekanisme dispensasi kawin. 

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai cukup 

akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan 

bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi 

pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap sebagian 

patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain 

rendahnya kepatuhan terhadap undang-undang 

pelayanan publik, masih terjadi pelanggaran HAM, patuh 

terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahnya 

pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak 

hukum. 

Baik Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami 

terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme 

penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum 
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dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat yang 

menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum 

negara. Kondisi budaya hukum yang baik terkait dengan 

sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai 

dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan 

sangat rendah di dalam masyarakat.  

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang baik, dapat 

ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi 

masyarakat yang tinggi dan patuhnya masyarakat 

terhadap mekanisme dispensasi kawin.  

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai baik akan 

didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa 

pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah 

dan lembaga hukum bersikap patuh pada peraturan. 

Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antara lain patuhnya 

terhadap undang-undang pelayanan publik, rendahnya 

tingkat terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap 

pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik dan 

perilaku oleh aparat penegak hukum. 

Sangat Baik Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami 

terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme 

penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum 

dan HAM. Kemudian, banyak masyarakat yang 

menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum 

negara. Kondisi budaya hukum yang sangat baik terkait 

dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga 

ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan 

kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat.  

Aspek pengetahuan hukum tersebut yang sangat baik, 

dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi 

masyarakat yang sangat tinggi dan patuhnya masyarakat 

terhadap mekanisme dispensasi kawin.  

Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat 

baik akan didapatkan untuk indikator ini apabila 

ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi 

representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikap 

patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut 

antara lain patuhnya terhadap undang-undang pelayanan 

publik, tidak terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap 
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pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN), dan tidak adanya pelanggaran kode etik dan 

perilaku oleh aparat penegak hukum. 

Materi Hukum Sangat 

Kurang 

Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-

undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun 

kesesuaian materinya tidak taat asas. Kondisi ini juga 

didukung oleh sangat rendahnya kesesuaian Prolegnas 

dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, dari 

tingkat partisipasi masyarakat juga keterlibatan 

masyarakat yang terdampak dalam proses pembentukan 

peraturan ternilai tidak ada partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

kondisi ini juga mencerminkan ketidaksesuaian yang masif 

baik antara Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, 

Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Kurang Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-

undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun 

kesesuaian materinya kurang menaati asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan, akan 

tetapi sudah ada indikasi upaya mematuhi walaupun 

belum ideal. Kondisi ini terjadi ketika sudah ada 

kebutuhan hukum masyarakat yang terpenuhi oleh 

Prolegnas, walau belum seluruh kebutuhan ada dalam 

Prolegnas. Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat, 

ruang keterlibatan masyarakat sudah tersedia tetapi 

masih kurang aksesibel bagi masyarakat untuk 

menyuarakan masukan terhadap suatu rancangan 

peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hal 

kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang 

dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah 

dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-

Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian 

yang masih cukup besar. 

Cukup Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-

undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun 

kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun, 

dalam pemenuhan asas-asas tersebut kebutuhan hukum 
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masyarakat dalam Prolegnas sudah terakomodasi, tetapi 

belum tepat guna dengan urgensi yang ada di masyarakat. 

Sedangkan dalam hal partisipasi masyarakat, sudah ada 

ruang keterlibatan masyarakat yang dapat diakses tetapi 

arah diskusi terkait masukan masyarakat terhadap 

pemerintah selaku pemangku dari rancangan peraturan 

perundang masih bersifat satu arah. Selain itu, dalam hal 

kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang 

dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah 

dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-

Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian 

dalam taraf wajar. 

Baik Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-

undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun 

kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan dengan 

cukup baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum 

masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan 

tepat guna, sehingga Prolegnas didominasi oleh 

rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal partisipasi masyarakat, 

maka terdapat proses diskusi dan konsultasi masyarakat 

yang aksesibel dan terbuka bagi semua orang serta adanya 

keterbukaan pemerintah atas naskah akademik dari 

rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun, 

dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-

Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan 

Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan 

Perundang-Undangan maka terdapat persentase 

ketidaksesuaian dalam tingkat rendah. 

Sangat Baik Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-

undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun 

kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan dengan 

sangat baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum 

masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan 

ideal, sehingga Prolegnas terdiri atas rancangan peraturan 

perundang-undangan yang berbasis kebutuhan 

masyarakat berdasarkan asesmen kebutuhan masyarakat. 
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Selain itu, kondisi partisipasi masyarakat juga tersedia 

ruang diskusi dua arah antara masyarakat dan pemerintah 

serta adanya keterbukaan pemerintah atas naskah 

akademik yang memenuhi standar ilmiah atas rancangan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal 

kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang 

dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah 

dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-

Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian 

yang sangat rendah. 

Kelembagaan 

Hukum  

Sangat 

kurang  

Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara 

tidak tersedia untuk menjalankan wewenang penanganan 

perkara. Begitu juga dengan kondisi sumber daya manusia 

yang minim secara kuantitas, sehingga memiliki beban 

kerja yang berat, dan rendah secara kualitas karena minim 

peningkatan kapasitas terhadap personel yang ada. 

Termasuk, tidak disediakannya sarana prasarana yang 

mampu mendukung jalannya layanan yang diberikan. Hal 

ini menunjukkan tidak adanya perencanaan dan tata 

kelola kelembagaan yang baik serta tepat sasaran dalam 

memastikan berjalannya layanan di institusi penegakan 

hukum.  

Kurang  Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara 

tersedia, namun tidak cukup karena tidak ada pengelolaan 

yang baik. Di sisi lain, dalam hal sumber daya manusia 

yang ada, masih tinggi tingkat beban kerjanya dan tidak 

ada peningkatan kapasitas terhadap personel yang ada. 

Sudah mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung 

jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih 

dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan belum 

optimalnya perencanaan dan tata kelola kelembagaan 

institusi penegakan hukum.  

Cukup Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara 

tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup. Namun, 

dalam hal pengelolaan anggaran, masih ditemui 

hambatan dan belum optimal. Sementara itu,  dalam hal 

sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada 

sudah berada dalam kondisi seimbang, meskipun belum 

ada peningkatan kapasitas terhadap personel. Sudah 
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mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung 

jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih 

dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan sudah mulai 

baik perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi 

penegakan hukum. 

Baik Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara 

tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan 

pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. 

Sementara itu,  dalam hal sumber daya manusia yang ada, 

beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi 

seimbang, dan mulai diberikan peningkatan kapasitas 

terhadap personel meskipun masih minim. Sudah mulai 

tersedia secara masif sarana prasarana untuk mendukung 

jalannya layanan hukum yang diberikan, namun belum 

dapat dipastikan pemerataan pemenuhannya. Hal ini 

menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan 

institusi penegakan hukum sudah cukup baik. 

Sangat Baik Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara 

tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan 

pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. 

Sementara itu,  dalam hal sumber daya manusia yang ada, 

beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi 

seimbang, dan seluruh personel yang berwenang telah 

memeroleh peningkatan kapasitas yang diperlukan. 

Sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan 

hukum yang diberikan telah tersedia secara merata dan 

aksesibel bagi seluruh kalangan masyarakat. Hal ini 

menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan 

institusi penegakan hukum telah menjawab seluruh 

kebutuhan yang ada. 

Penegakan 

Hukum  Sangat 

Kurang 

Kondisi ini terjadi apabila semua variabel memeroleh skor 

sangat kurang artinya semua variabel penegakan hukum 

berada pada kondisi lemah, tidak berfungsi, atau tidak 

tersedia. 

Kurang Kondisi ini terpenuhi apabila setidaknya 1 (satu) variabel 

mendapat skor dengan kategori baik, 1 (satu) variabel 
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mendapat skor sangat kurang, dan variabel lainnya berada 

pada kategori kurang. 

Contoh: 

Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan 

berada dalam kondisi baik namun tingkat korupsi sangat 

tinggi dalam penegakan hukum. Kemudian variabel 

lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, 

keadilan restoratif, penegakan HAM, eksekusi putusan, 

tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP)) 

berada pada kategori kurang atau di bawah kategori 

cukup. 

Cukup Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 2 (dua) variabel 

mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) 

variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak 

ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori 

kurang. 

Contoh: 

Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan 

berada dalam kondisi sangat baik dan pelanggaran prinsip 

fair trial dalam penegakan hukum sangat minim. 

Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum 

(penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan 

HAM, antikorupsi, eksekusi putusan, tingkat reintegrasi 

warga binaan pemasyarakatan (WBP)) tidak ada yang 

mendapatkan skor di bawah kategori kurang. 

Baik Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 3 (tiga) variabel 

mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 2 (dua) 

variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak 

ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori cukup. 

Contoh: 

Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan 

berada dalam kondisi sangat baik dan tingkat residivisme 

serta pelanggaran prinsip fair trial dalam penegakan 
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hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dalam 

penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan 

restoratif, penegakan HAM, antikorupsi, dan eksekusi 

putusan) setidaknya berada pada kondisi cukup. 

Sangat Baik Kondisi ini terpenuhi apabila semua variabel mendapat 

skor sangat baik. 

Informasi dan 

Komunikasi 

Hukum  

Sangat 

Kurang 

Kondisi ini muncul apabila tidak ada sistem informasi 

hukum yang tersedia, sehingga pemanfaatan informasi 

hukum oleh masyarakat dan LPH tidak berjalan. 

Kurang Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi 

hukum tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan akses 

ke informasi tersebut mengalami banyak rintangan. Di sisi 

lain, LPH belum mampu memanfaatkan informasi hukum 

secara berkelanjutan. 

Cukup Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi 

hukum memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun 

secara kualitas informasi hukum masih perlu ditingkatkan. 

Selain itu, akses ke informasi hukum masih mengalami 

berbagai hambatan, meskipun masyarakat masih tetap 

bisa mengaksesnya. Di sisi lain, LPH belum mampu 

memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan. 

Baik Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi 

hukum telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dan 

secara kualitas telah dinilai cukup baik oleh masyarakat. 

Akses informasi hukum relatif dapat dijangkau 

masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan 

informasi hukum untuk menambah pemahaman. Adapun, 

beberapa LPH dapat memanfaatkan informasi hukum 

secara berkelanjutan. 

Sangat Baik Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi 

telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki 

kualitas yang bermutu. Masyarakat dengan mudah 

menjangkau dan memahami  informasi hukum yang ada. 

Masyarakat juga mampu memanfaatkan informasi hukum 

untuk membuat keputusan. Adapun, mayoritas LPH dapat 

memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan 
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C. Keterbatasan Penghitungan Indeks  
Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2025 ini memiliki keterbatasan 

dalam pengukurannya yaitu:  

1. Ketiga jenis sumber data yang digunakan dalam pengukuran IPH tahun 2025 hanya 

mampu menggambarkan kondisi pada tingkat nasional dan tidak dapat 

menggambarkan kondisi spesifik di masing-masing provinsi. 

2. Pengukuran IPH tahun 2025 masih dilakukan hanya pada 34 (tiga puluh empat) 

provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah provinsi di tahun tersebut dan belum 

mengakomodasi pemekaran provinsi.  

3. Keterbatasan anggaran dalam pengukuran IPH tahun 2025 memengaruhi segi 

jumlah responden survei masyarakat yang hanya dapat menyasar kepada 1.366 

responden dari 34 (tiga puluh empat) provinsi. 

4. Indeks Pembangunan Hukum merupakan pemaknaan Kementerian Hukum melalui 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan konsep sebelumnya dari 

Kementerian PPN/Bappenas terhadap ruang lingkup pembangunan hukum di 

Indonesia. Pemaknaan ini dirumuskan berdasarkan studi literatur, studi 

perbandingan indeks eksisting lainnya, konsultasi publik, serta focus group 

discussion bersama Akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sehingga 

menghasilkan struktur IPH yang ajeg saat ini.  

5. Dalam kerangka konsep IPH tahun 2025 untuk indikator yang diukur dengan data 

administrasi Kementerian/Lembaga (K/L) terdapat beberapa kebutuhan data yang 

belum dapat dilengkapi oleh K/L. Hal ini dikarenakan data yang dimaksud tidak 

disampaikan atau data tidak tersedia.   
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BAB III  

HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2025 

 

A. Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2025 

 

IPH 2025 

Rentang Skor IPH 2025 (0,00 ӛ 1,00) 

0,00 ӛ 0,20 : Sangat Kurang 

0,21 ӛ 0,40 : Kurang 

0,41 ӛ 0,60 : Cukup 

0,61 ӛ 0,80 : Baik 

0,81 ӛ 1,00 : Sangat Baik 

 

Skor 

IPH 

2023 
 

202557 

 
 

0,68 0,68 

 

Pilar 1. Budaya Hukum (0,81) 

Kepatutan Hukum Masyarakat  (0,64) 

Tingkat  Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional     0,92 

Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum   0,47 

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM     0,71 

Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum     0,56 

Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum       0,48 

Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas         

 0,89 

Tingkat Kejahatan            0,61 

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak       0,80 

Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat                           0,77 

Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin      0,20 

Kepatutan Hukum Lembaga Hukum (0,97) 

Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik   0,92 

Tingkat Pelanggaran HAM          0,99 

Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan        0,99 

Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku   

 1,0058 

Pilar 2. Materi Hukum (0,61) 

Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Taat Asas (0,54) 

Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat 0,56 

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  0,51 

Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (0,68) 

Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945    0,66 

 
57

 Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pengukuran IPH 2025 yang mengukur 

capaian tahun 2024 ini telah disampaikan bahwa hasil skor IPH tahun ini masih berada/sesuai dengan target capaian dalam 
RPJMN 

58
 Hasil skor dalam persentase pada indikator ini adalah 99.7%, untuk pembulatan maka skornya desimal menjadi 

1,00 (skala 0-1) 
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Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang 0,96 

Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan yang Setara   0,42 

Pilar 3. Kelembagaan Hukum (0,67) 

Anggaran Institusi Penegakan Hukum (0,89) 

Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara      0,87 

Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran        0,91 

Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum (0,74) 

Tingkat Kecukupan Personel          0,87 

Tingkat Pengembangan Kapasitas Personel        0,56 

Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM        0,78 

Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum (0,40) 

Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan   0,40 

Pilar 4. Penegakan Hukum (0,64) 

Penegakan Konstitusi (0,24) 

Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi      0,24 

Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum (0,63) 

Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif  

 0,53 

Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia    0,73 

Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM (0,30) 

Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM       0,19 

Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat     0,42 

Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum (0,97) 

Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)  1,00 

Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan  

 1,0059 

Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Posbakum di Peradilan 1,00 

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi     0,86 

Antikorupsi (0,62)  

Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi    0,86 

Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi     0,51 

Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi        0,49 

Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan (0,91) 

Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil        0,89 

Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (Overstaying)       0,93 

Eksekusi Putusan Pengadilan (0,52) 

Persentase Eksekusi Putusan Perdata        0,47 

Persentase Eksekusi Putusan Pidana         0,97 

Persentase Eksekusi Putusan TUN        0,12 

Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (0,94) 

Persentase Residivisme          0,94 

 

 

 
59  Hasil skor dalam persentase pada indikator ini adalah 99.9%, untuk pembulatan maka skornya desimal menjadi 

1,00 (skala 0 - 1) 
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Pilar 5.  Informasi dan Komunikasi Hukum (0,67) 

Ketersediaan Sistem Informasi Hukum (0,60) 

Tingkat Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum       0,69 

Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum        0,52 

Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum (0,74) 

Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum       0,85 

Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum    0,64 

Pemanfaatan Informasi Hukum (0,66) 

Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat    

 0,95 

Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI)      0,36 

 

B. Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2024  

1. Pilar 1 Budaya Hukum  

Pilar budaya hukum memeroleh skor 0,81 atau berada dalam rentang kategori 

sangat baik. Dalam hal ini, semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik 

budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan lembaga hukum. Skor dari pilar ini 

didapat dari 2 (dua) variabel, yaitu (1) Kepatutan Hukum Masyarakat dan (2) Kepatutan 

Hukum Lembaga Hukum. Data pilar ini diperoleh melalui data administrasi K/L dan survei 

masyarakat. Adapun, penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap 

skor IPH 2025 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.  

 

a. Variabel 1.1 Kepatutan Hukum Masyarakat 

Variabel ini memiliki skor 0,64 atau berada dalam kondisi baik. Variabel ini 

diperoleh dari 10 (sepuluh) indikator, yaitu (1) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak 

Konstitusional, (2) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian 

Permasalahan Hukum, (3) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum 

Dan HAM, (4) Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum, (5) Tingkat 

Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum, (6) Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas, (7) 

Tingkat Kejahatan, (8) Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak, (9) Tingkat Perilaku 

Antikorupsi Masyarakat, dan (10) Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi 

Kawin. Meski demikian, capaian skor tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun 

2023 yang sebesar 0,67. Adapun, skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1) Indikator 1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional  

Indikator ini memiliki skor 0,92 atau berada dalam kondisi yang sangat baik 

dan diukur melalui survei masyarakat untuk melihat pengetahuan hingga 

pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional sebagai warga negara. 

Pengetahuan dan pemahaman menjadi aspek yang pertama kali dilihat dalam 

budaya hukum dan pemahaman terhadap hak sebagai warga negara yang telah 
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tercantum dalam konstitusi menjadi aspek fundamental untuk melihat kesadaran 

hukum masyarakat.60   

 

Grafik 3.1: Pemahaman Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Negara  

(n = 1.366) 

 
Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden 98.8% memiliki 

pemahaman yang sangat baik terkait dengan hak sebagai warga negara. Hanya 

sedikit, 1.3% responden yang tidak memahami bahwa sebagai warga negara, ia 

memiliki hak konstitusional yang wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh 

Negara. Temuan ini masih sejalan dengan hasil pengukuran IPH tahun 2023 

mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang sangat baik terkait haknya 

sebagai warga negara.61 Kemudian, pengukuran secara spesifik dilakukan terhadap 

tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusionalnya yang terbagi 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemahaman dalam ranah hak sipil dan politik (sipol) 

serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).  

  

 
60

 Friedman, The Legal System, 14. 
61

 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2023. (Jakarta: 

Kementerian/PPN Bappenas, 2024) 
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Grafik 3.2: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Sipil dan Politik)    

(n = 1.366) 

 
Berdasarkan grafik di atas,  grafik tersebut menampilkan tingkat 

persetujuan masyarakat sebagai responden yang disurvei terhadap berbagai 

pernyataan mengenai hak-hak sipil dan politik yang dijamin oleh konstitusi guna 

melihat sejauh mana pemahaman para responden terhadap hak konstitusional. 

1=;9J9 MEMEӅ E9QGJAL9K J=KHGF<=F E=EADACA H=E9@9E9F H9<9 LAF?C9L9F ӑK=LMBMӒ

<9F ӑK9F?9L K=LMBMӒ <A @9EHAJ K=EM9 @9C Q9F? E=F9F<9C9F LAF?C9L H=E9@9E9F

yang tinggi mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia/hak konstitusional. 

Namun, terdapat beberapa isu yang masih menunjukkan ketidakpahaman atau 

perbedaan pandangan adalah responden masih setuju terkait pelanggengan 

hukuman mati (58.7%) dan setuju terhadap perlakuan non diskriminatif (16.0%).  

Mayoritas responden juga memiliki pemahaman yang baik terhadap hak-hak 

konstitusional terkait hak sipil dan politik terutama kebebasan berekspresi (72.8%), 

perlindungan martabat manusia (72.8%), kebebasan beragama (63.4%), hak hidup 

layak (58.9%), dan perlindungan anak (58.8%). Dukungan terhadap hukuman mati 

sangat tinggi yang menunjukkan adanya kontradiksi dengan prinsip hak hidup. 

Dalam hal ini, hampir semua indikator menunjukkan tingkat persetujuan di atas 
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85% mengindikasikan pemahaman yang baik dan penerimaan luas terhadap nilai-

nilai HAM.  

 

Grafik 3.3:  Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya)    

(n = 1.366) 

 
Selanjutnya, berdasarkan grafik di atas, pada pemahaman masyarakat 

terkait hak konstitusional terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya, hasil temuan 

juga menunjukkan kondisi pemahaman yang baik dari masyarakat. Sebanyak 

75.9% responden setuju bahwa setiap orang boleh memiliki jenis pekerjaan apapun 

yang diinginkan. Lalu, 73.5% responden setuju bahwa setiap orang boleh memiliki 

harta, benda, atau kepemilikan tertentu dan tidak boleh diambil seenaknya. Selain 

itu, 63.2% responden memiliki sikap ketidaksetujuan bahwa seseorang dalam 

kategori anak yang tidak memiliki uang lebih baik bekerja saja daripada sekolah, 

63.0% responden tidak setuju bila semua orang boleh tidak bersekolah dan 

berkegiatan seni budaya, 62.3% masyarakat tidak setuju bila tidak semua orang 

boleh memeroleh gaji yang layak, dan 59.6% masyarakat tidak setuju bila tidak 

semua orang pantas memeroleh layanan kesehatan yang baik. Dari kondisi 
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tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pemahaman baik 

terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya.  

 

2) Indikator 1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme 

Penyelesaian Permasalahan Hukum  

 Indikator ini memiliki skor 0,47 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur 

melalui survei masyarakat mengenai pemahaman masyarakat terkait mekanisme 

penyelesaian permasalahan hukum.  

 

Grafik 3.4: Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum   

(n = 1.366) 

 

Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden memiliki respon dan 

pengetahuan yang beragam terkait dengan pemahaman mekanisme penyelesaian 

permasalahan hukum. Pada isu pidana, pengetahuan paling tinggi terjadi, hal ini 

terlihat responden familiar dan paham bahwa beberapa kasus dapat diproses 

melalui mekanisme tersebut, seperti mengetahui bila membawa narkotika dapat 
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dilaporkan dan dipenjara (90.9%), mengetahui bila melakukan penganiayaan 

hingga melukai orang lain dapat dilaporkan dan dipenjara (88.9%), mengetahui 

terkait pelanggaran lalu lintas/tilang (87.2%), dan mengetahui cara melaporkan 

pencurian (83.7%).  

Kemudian, pada mekanisme penyelesaian secara informal,  terlihat 

responden juga sangat familiar dan paham, misalnya apabila terjadi konflik dengan 

tetangga dapat meminta bantuan RT/RW/Kepala Desa (79.7%) dan apabila 

mengalami penipuan online lebih memilih memviralkan di media sosial karena 

dianggap lebih cepat (47.1%). Selain itu, pengetahuan menengah muncul pada isu 

keluarga dan perdata, hal ini terlihat persoalan perceraian termasuk terkait harta 

gana-gini dan hak asuh dapat melalui mekanisme pengadilan (60,1%), responden 

mengetahui bahwa korban kejahatan dapat meminta ganti kerugian (55.1%), 

mengetahui terkait tanah ditempati/diambil tanpa izin dapat melapor ke 

Pengadilan (44.2%), dan mengetahui terkait kontrak/ingkar janji dapat melapor ke 

Pengadilan untuk gugat perdata (40.8%).  

Lalu, pengetahuan paling rendah ada pada mekanisme yang lebih teknis 

dan jarang diakses oleh publik, yaitu sidang keliling dan mekanisme PTUN 

(sengketa informasi/akses dokumen pemerintah, gugatan ganti rugi, dll). Di bagian 

ini, jawaban tidak tahu/kurang tahu cenderung lebih dominan, hal ini terlihat 

responden tidak tahu terkait data pribadi dicuri/disalahgunakan dapat meminta 

ganti kerugian (33.9%), tidak tahu terkait kebutuhan informasi dari lembaga 

pemerintah tapi tidak bisa diakses, dapat melapor ke PTUN (32.8%), dan tidak tahu 

apabila terdapat sertifikat ganda dapat minta pembatalan di PTUN (28.9%).  

 

3) Indikator 1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan 

Hukum dan HAM  

 Indikator ini memiliki skor 0,71 atau berada dalam kondisi baik dan diukur 

melalui survei masyarakat untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terkait 

kebijakan hukum dan HAM di Indonesia pada 5 (lima) isu, yaitu keadilan restoratif, 

bantuan hukum, pencegahan perkawinan, antisuap dalam pelayanan publik, dan 

perlindungan saksi dan korban.  

                Grafik 3.5: Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM     

      (n = 1.366) 
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Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa istilah kebijakan hukum dan 

HAM yang paling banyak pernah didengar oleh responden adalah kebijakan terkait 

pencegahan perkawinan anak (69.3%), kebijakan antisuap dalam pelayanan publik 

(68.8%), kebijakan bantuan hukum (68.6%), dan kebijakan perlindungan saksi dan 

korban (62.5%). Dalam hal ini, terlihat bahwa responden telah familiar dengan 

keempat kebijakan hukum dan HAM tersebut. Berbeda dari pola tersebut, istilah 

keadilan restoratif menjadi kebijakan dengan keterpaparan paling rendah bagi 

responden, hanya sebanyak 36.7% yang pernah mendengar, sedangkan 63.3% 

lainnya tidak pernah mendengar. Ini menunjukkan bahwa istilah keadilan restoratif 

E9KA@ J=D9LA> ӑ9KAF?Ӓ :9?A E9QGJAL9K J=KHGF<=F yang disurvei. Temuan ini juga 

masih sejalan dengan pengukuran di tahun sebelumnya, menjadi sebuah catatan 

bahwa pengetahuan terkait keadilan restoratif masih banyak yang belum 

mengetahui.  

 

                          Grafik 3.6: Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan HAM 

 
 

Kemudian, dari tiap masyarakat sebagai responden yang pernah 

mendengar masing-masing kelima kebijakan hukum dan HAM tersebut, diketahui 

bahwa pola pemahaman responden cenderung seragam di semua konsep, yakni, 

E9QGJAL9K :=J9<9 H9<9 C9L=?GJA ӑK=:9?A9F C=;ADL9@MӬL9@M K=<ACALӒ K=H=JLA H9<9

kebijakan perlindungan saksi dan korban (65.7%), kebijakan bantuan hukum 

(61.6%), kebijakan antisuap dalam pelayanan publik (57.3%), kebijakan keadilan 

restoratif (57.2%), dan kebijakan pencegahan perkawinan anak (56.1%). Secara 

keseluruhan, temuan ini memperlihatkan kondisi pemahaman masyarakat terkait 

kebijakan tersebut belum mencapai angka 100% dan mengindikasikan bahwa 

tantangan utama bukan pada pengenalan konsep, melainkan pada peningkatan 

kualitas pemahaman agar masyaraC9L :=J?=J9C <9JA K=C=<9J ӑL9@M K=<ACALӒ E=FMBM

ӑH9@9EӒ <9F E9EHM E=F?9ALC9FFQ9 <=F?9F @9CFQ9 <9F HJ9CLAC <9D9E C=@A<MH9F

sehari-hari.  
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Grafik 3.7: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keadilan Restoratif 

(n = 1.366 ) 

 
Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa responden yang disurvei 

pada umumnya mendukung kebijakan keadilan restoratif, terutama untuk prinsip-

prinsip yang konkret. Hal ini terlihat sebanyak  79.2% responden setuju bahwa salah 

satu bentuk keadilan restoratif adalah ganti rugi yang harus dibayar pelaku kepada 

korban, 66.8% responden setuju bahwa dalam kebijakan keadilan restoratif bila 

pelaku adalah anak, maka proses hukum menjadi pilihan yang paling terakhir, dan 

49.4% masyarakat setuju Pemerintah mendorong keadilan restoratif untuk 

diterapkan di seluruh perkara.   
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Grafik 3.8: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Bantuan Hukum 

(n = 1.366) 

 
Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan 

bantuan hukum, 82.1% responden setuju bahwa apabila masyarakat mengalami 

permasalahan hukum dapat berkonsultasi secara gratis melalui Posbakum di 

Pengadilan, 70.4% responden setuju adanya jaminan bantuan hukum oleh 

Pemerintah kepada semua kelompok miskin yang membutuhkan, dan 62.2% 

masyarakat tidak setuju apabila masyarakat yang tidak memiliki ijazah tidak dapat 

memeroleh bantuan hukum. Di sisi lain, terdapat temuan 49.0% masyarakat yang 

masih menganggap atau setuju apabila bantuan hukum gratis hanya diperuntukan 

untuk kategori kelompok orang miskin saja. Temuan persepsi bahwa bantuan 

hukum hanya untuk kelompok miskin saja tersebut perlu dibaca sebagai kombinasi 

antara refleksi desain kebijakan dan makna sempit akses terhadap keadilan di 

ruang publik. Hal ini menjadi fenomena policy feedback62, di mana skema bantuan 

hukum di Indonesia yang membatasi penerima bantuan hukum dari kelompok 

miskin sehingga masyarakat cenderung menginternalisasi bahwa negara hanya 

berkewajiban hadir dan bantuan hukum gratis hanya untuk kelompok miskin.63 

"9D9E @9D AFAӅ <9JA H=JKH=CLA> 9CK=K L=J@9<9H C=9<AD9FӅ H=E:9;99F :9@O9 ӑ?J9LAK

@9FQ9 MFLMC C=DGEHGC EAKCAFӒ :=JAKACG E=FMLMH <AE=FKA D9AF K=H=JLA C=J=FL9F9F

dan hambatan akses. Catatan Rekomendasi Kebijakan berdasarkan Hasil Survei 

Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022 telah mencatat sejak awal bahwa 

 
62 Policy Feedback adalah proses di mana kebijakan publik yang sudah ada memengaruhi perilaku, sikap, persepsi, 

dan kapasitas individu, kelompok kepentingan, dan negara itu sendiri. Lihat Daniel Beland et. al, Policy Feedback How Policies 
Shape Politics. Cambridge Elements Public Policy. 2022. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/  

63 Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 5 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/
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perlunya mencakupkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum dalam 

revisi Undang-Undang Bantuan Hukum yang tidak hanya berdasarkan status 

ekonomi (miskin) namun juga faktor kerentanan lainnya. Terlebih usulan ini sejalan 

dengan hasil rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum sejak tahun 2019 

lalu.64 

 

 

Grafik 3.9: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perkawinan Anak   

(n =  1.366)  

 
Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan 

pencegahan perkawinan anak. Sebanyak 67.1% responden setuju bahwa usia yang 

diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun, 

64.8% responden setuju Pemerintah mendorong pencegahan perkawinan anak di 

bawah 19 tahun, dan 57.8% responden tidak setuju bila permohonan perkawinan 

sebelum berusia 19 tahun wajib dikabulkan oleh Pengadilan. Di sisi lain, terdapat 

temuan sebagian besar atau sebanyak 70.1% responden setuju apabila anak belum 

berusia 19 tahun dengan kondisi hamil harus segera dinikahkan dan disetujui oleh 

Pengadilan. Pola persepsi ini masih stagnan kondisinya seperti pada hasil temuan 

pengukuran IPH 2023 di mana hal ini menunjukkan bahwa  persepsi masyarakat 

masih bertolak belakang, di satu sisi masyarakat setuju umur ideal menikah adalah 

minimal 19 tahun ke atas akan tetapi masih banyak juga yang setuju pada kondisi 

apabila anak di bawah 19 tahun hamil maka segera dinikahkan. Hal ini menjadi 

catatan akan pentingnya penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat 

perihal dampak dan bahaya dari perkawinan anak terhadap perlindungan anak 

serta pemahaman terkait batas minimal perkawinan menurut Undang-Undang 

Perkawinan.  

 
64 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), et. al. Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei 

Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022. (Jakarta: IJRS, 2022), 15. 
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Grafik 3.10: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Antisuap dalam Pelayanan Publik   

(n =  1.366) 

 
Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan 

antisuap dalam pelayanan publik, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif. 

Sebanyak 66.0% responden setuju sebagian besar kantor layanan publik sudah 

memiliki layanan untuk melaporkan pungli atau melaporkan petugas yang 

meminta uang di luar prosedur, 62.7% masyarakat setuju larangan memberikan 

uang sebagai tanda terima kasih kepada petugas saat menggunakan layanan 

publik,  60.2% responden setuju Pemerintah mendorong layanan publik 

antikorupsi, dan 57.3% masyarakat tidak setuju apabila petugas kantor layanan 

publik diperbolehkan meminta uang kepada masyarakat selama masyarakat 

memberinya.  
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 Grafik 3.11: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban   

(n = 1.366) 

 
Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan 

perlindungan saksi dan korban, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif. 

Sebanyak 76.5% responden setuju bahwa korban atau saksi suatu kejahatan perlu 

diberikan perlindungan sesegera mungkin, 76.4% responden setuju bahwa salah 

satu bentuk perlindungan bagi saksi dan korban adalah adanya rumah aman, 72.6% 

responden setuju Pemerintah harus mendorong adanya perlindungan saksi dan 

korban secara adil melalui LPSK, dan 60.5% masyarakat tidak setuju jika untuk 

mendapatkan perlindungan ketika menjadi korban atau saksi harus ada 

pembayaran sejumlah uang terlebih dahulu.  

 

4) Indikator 1.1.4 Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan 

Hukum  

 Indikator ini memiliki skor 0,56 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur 

melalui data survei masyarakat untuk mengetahui pengalaman terkait 

permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya. Dalam lingkup budaya hukum, 

indikator ini berkaitan dengan konsep untuk melihat kecenderungan masyarakat 

mendefinisikan permasalahan yang mereka alami sebagai permasalahan hukum, 

dan melakukan langkah penyelesaian atau mendapatkan bantuan.65 

 

 

 
65 Sally Engle Merry, ñWhat is Legal Culture? An Anthropological Perspective,ò dalam Using Legal Culture, ed. David 

Nelken (London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012), 40, 
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Grafik 3.12: Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum  

(n = 1.366)  

 
Berdasarkan grafik di atas, temuan menunjukkan bahwa mayoritas 

masyarakat, sebanyak 62.6% tidak mengalami permasalahan hukum di sepanjang 

tahun 2024. Meski demikian, sisi lain, masih ditemukan 37.4% masyarakat yang 

pernah mengalami permasalahan hukum di sepanjang tahun 2024.  

 

Grafik 3.13: Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami  

(n = 511) 

 
 

 


























































































































































































































































